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Abstrak: Koncisi perekonomian terutama sektor beras Indonesia makin terpuruk se-
Jjak diberiakukannya perjanjion pertanian WTO tanggal | Januari 1995, Hal ini me-
myebabkan semakin meningkatnya impor, terutama sejak krisis ekonomi yvang ferjadi
i Indonesia, Harga barang impor vang terlalu rendak telak berimbas ke pasar dalam
negeri sehingga harga pertanian terutama bevas berdampak buruk sekali. Tmplikasi
dari berbagai kebijakan WTO malak semakin membuat harga barang nasional sema-
kin “terpuruk’ bahkan mentmbulkan spill over yang tinggi yang sebelumnya “kurang '
mendapal perhatian dari pemerintah Indonesia sendiri. Pemlisan ini ingin melikat
Mengapa Indonesia mengambil kebijakan impor beras pada takun 1995 — 200072
Tulisan ini dimaksudin melihar perkembangan pembangunan kehifakan pertamian
Indonesia dalam kerangha kerjasama WTO dan alasan-alasan yang melatar belakangi
Indonesia dalam melakukan kebijakan tersebur, walaupun banyaknya masalak Vg
muncul ketika mengambil kebijakan tersebw, sehingga dapar disimpuikan hafowg ke-
bijakan libevalisme pertanian di Indonesia havus mendapat revisi secara menyelurih
ferutama kebijakan tersebut haruslah menguntungkan petani nasional.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada masa pemerintahan Orde
Baru melalvi REPELITA menitikbe-
ratkan  pembangunan nasional vang
berbasis pertanian. Secara historis, sek-
lor pertanian MemEgang peranan yang
sangat penting dalam meningkatkan
devisa negara, terutama basis ulama
dalam lapangan peckerjaan mayoritas
masvarakat Indonesia, sekior pertanian

ini juga schagai pemasok utama dalam
penyediaan pangan terhadap masyara-
kat Indonesia. Pembangunan pertanian
pada masa ini menunjukkan keberhasi-
lan yang menggembirakan, dapat dilihat
dari adanya indikator keberhasilan yaitu
sektor pertanian tumbuh rata — rata 3,8
persen pertahun, swasembada beras ber-
hasil dicapai tahun 1980an dan sektor ini
merupakan penyerap tenaga kerja terbe-
sar yaitu 46,1 persen (sckitar 37,9 juta)
dan total angkatan kerja dan penghasil
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devisa sckitar 26,0 persen dan komodi-
ins ekspor non migas (Faisal Kasoymao,
1997},

Sejalan keberhasilan
tahapan pembangunan terjadi peruba-
han pada tahapon berikutnya, adanya
transformasi  strukivral  perckonomian

dengan

nasional yang mengalami perubahan
seperti : &, peran relatif sektor pertanian
dan sumbangannya pada PDB (Produk
Doprestik Brufo) dan penyerapan lend-
ga kerja semakin menurun, b, pangsa
ekspor bahan setengah jadi dan jadi sc-
makin besar, ¢. keterkaitan antar berba-
gai sektor ekomomi semakin finggi, d.
daerah perdesaan semakin terbuka, baik
berupa hubungan antar desa serta antar
desa dan kota maupun berupa arus infor-
miasi schingga pola pikir petani semakin
kritis dan rasional, dan e, terjadinya pe-
rubahan pola berusaha fani dan orientas:
peningkatan produksi scmata-mata ke
orientasi pemanfaatan sumberdaya yang
oplimal dalam rangka meraih nilai tam-
bah hasil produksi pertanian yang lebih
besar (Faisal Kasryno, 1997).

Hasilnya terjadinya perombakan
dari basis agrans menuju industri dalam
pembangunan sektor pangan. Terjadinys
peralihan tersebut awalnya dikatakan se-
bagai tahap pembangunan dalam men-
capal keberhasilan pembangunan,

Pembangunan dalam sekior perta-
nian femyata tidak cukup menggembi-
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rakan, hal ini terlihat dari hasil Sensus
Pertanian 1993 yang telah dilaporkan
oleh Kepala Biro Pusat Statistik (BPS),
dimana tahun 1983-1993 terjadi pengu-
rangan luas sawah sebesar 048 juta
hektar, schingga pengurangan terse-
but mencapai 14,87 persen dan diluar
Jowa sebesar 144 persen (Sudar D,
Atmante, 19947, Disim kermedian ter-
jadi peningkatan petani gurem (petani
vang memiliki 0,0 ~ 0,5ha) dari 1983
— 19493 menjaki #1603 persen, sedang-
kan penguasaan lahan pertanian malah
mengalami pengurangan, sehingga poda
miksa ini telah terjadi kesenjangan dalam
masalah laham.

Perkembangan Kebijaukan Sekior
Pertanian  di  Indonesia  Pasca
Bergabung WTO

Sejak 01 Januari 1995 telah diber-
lakukan Perjanjian Pertanian Organisasi
Perdagangan  Dunia  (Adgreemenr  of
Agriculnre, (AoA-WT() dan Indonesia
schagni salah satu anggotanya mulai
memberlskukannya, schingga hasilnya
impor beras mulal dan negari-negan
lain makin *membanjiri’ pasar domestik
Indonesia, akibatnya pertanian padi na-
sional mulii terganggu karcna tidak ada
perlindungan oleh pemerintah, dima-
na tarif impor beras dihilangkan (men-
jadi nol persen), padahal bowmd -
i Indonesia sangat tinggi yaitu 160 %.
Kondisi pertanian semakin parah ketika



terjadinya krizis ekonomi pada tahun
1997, dimana harga utama yaitu pupuk
dan pestisida meningkatl drastis, maka
semakin  membanjimya impor  beras
tersebul berdampak pada turunnya harga
beras di pasar domestik, vang kemudi-
an menurunkan harga gabah di tngkat
petani, Kondisi inlah yang kemudian
menjadi tidak kompetitif lagi dibanding
beras mmpor, disamping pendapatan pe-
fami menjadi menurun.

Kondisi perluasan pasar schagai
konsekwensi dan kesepakatan dengan
Ao herus diterima, pasca  realisasi
Mod Indonesia hams ‘pasrah’ banjirmya
produk beras vang masuk dalam pasar
domestik. Indonesia ketika bergabung
dalam AoA berharap sdanys periuas-
an pasar ckspor tetapl kenyataan malah
menjadikan schagai impor beras terbe-
zar akibat dari dampak perluasan pasar
tersehut.

Pada tabun 19935 Indonecsia mo-
lai mengurangi subsidi domestik untuk
impad pertanian, walaupun subsidi un-
tuk pestisida telah dilarang beberapa
tahun sebelumnyva (pada tahun 1989).
Pengurangan subsidi ini sesuai dengan
implementasi Ao WTO dan faktor
lain yang mempengaruhi adalah kesu-
litan finansial pemeniniah vang sedang
mengalami  kriziz. Sejak tegadi kni-
&is tabun 1996 {dengan bantuan “Paket
Stabilisasi” TMF (reformasi kebijakan
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ckonomi makro} maka semua kebi-
jakan berorientasi pada pasar, anta-
ra lain ; UU No.7/2004 tentang SDA ;
Keppres No. 292000 tentang Privatisasi
Bulog : Penghapusan Subsidi Uniuk
Petani ; ‘Pengurangan’ Subsidi BEM
: UL Penanaman Modal Asing (UL
PMA) yang mengijinkan kepemilikan
pthak asing 100% di Indonesia meng-
pantikan kebijakan investasi whun 1974
: UU Privatisasi BUMN (seperti privati-
sasi Bulog) ; UL Ketenagalistrikan ; UL
Pendidikan ; Inpres No.22005 tentang
Penghapusan Harga Dasar Gabah {peng-
hapusan subsidi unfuk petani); Perpres
Mo 3672005 tentang Penggunaan Tanah
Untuk Kepentingan Linnurm, dll (diikti
oleh Perda-perda),

Akibat dari kesepakatan tersebut
Indonesia akhimya mencabul subsidi
pertanian, berupa subsidi pupuk, benih,
ataupun racun hama, akibatnya petand
mulai “kewalahan® menanggung beban
mahalnya harga dan biaya produk-
si berupa harga pupuk vang terus naik
dan ongkos produksi lainnya, akhir-
nya biaya produksi menjadi tinggi dan
tingkat kecukupan modal petani men-
jadi berkurang, dan dilain pihak, harga
jual gabah di tingkat petani menjadi ren-
dah sehingga tidak seimbang dengan bi-
ava produksi yvang dikeluarkan.

Akibat lainnya yaitu adanya peng-
eliminasian peran STE (Stare Trading

A
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Enmferprises), vaitu Indonesin  hars
menghapus peran monopoli bulog dalam
proses distribusi dan jual beli produk
pertanian, schingga bulog tidak lagi
menjadi “pemain tunggeal” dalam proyvek
ckspor dan impor produk pangan. Peran
bulog dibatasi hanya pada proyek -
proyek ekspor — impor beras dan bukan
lagi sebagai stabilitator harga. Peran
pengimpor produk pangan dan perta-
nian menjadi hak berhagai perusahaan
perorangan dan asing yang beropera-
i i Indonesia, dan hal ini sangat meng-
untungkan bagi  pengusaha  importir,
[isinilah terlihat persaingan harga yang
tidak stabil antara produk lokal dan luar

karena tidak ada lagi vang dapat menga-
turnya terutama pengaturan distribosi
dan masalah harga,

Sehingen berndisarkan dari data -
data impor dan ekspor pertanian, telihat
jelas bagaimana dampak rejim AoA telah
menghancurkan pasar pertanian dalam
negeri, Secars wmum pasca implemen-
tasi rejim Ao telah tegadi kenaikan
impor dalam jumlah besar, artinya telah
terjadi pergeseran besar basis produksi
pangan vang semula berumpu pada ba-
han — bahan impor dengan kata lam per-
taniii sebagai basis sumber penghidu-
pan petani mulai terancm.

Tabel 1. Nilai Impor dan Eksport Beras Indonesia sebelum (1984 — 1994) dan
sctelah (1995 — 2000) Rejim AoA {dalam US §)

| Komoditas Tahun Nilai Impor Niilai Ekspor
— 1984 - 1994 GROIR000 | 216010000
1995 — 2(M) 4 36, 200, D0 3.264.000

Lumber : Boande Setiawan, 203,

Dari realisasi berbagai kebijakan
AoA vang dianui Indomesia maka terjadi
peningkatan impor beras dalam skala
besar, Dari tabel distas dapat dilihat ada-
riva akibal pembatasan tarif atas (ceiling
tariff) sebesar 18D persen unfuk beras
impor, sehingga akibatnya tanif ini harus
dikurangi hingga 160 persen himgga ta-
hun 200, Alhasil dari data, tabun 1993
hingga 1999, Indonesis malah membuy-
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ot tarif yang berlaku (appdied rarif)
hagi impor beras sehesar nol persen, arti-
nya tidak ads bea masuk dan halangan
bagi beras impor. Terjadi perkembangan
substanstif yang besar, yailu pada ta-
hun 1986 Indoncsia mendapat ‘jula-
kan” Swasembada Beras dan pada tabun
2001 sebagai negara pengimport pangan
terbesar.  Hal inilsh yang menghancur-
kan pasar domestik beras di Indonesia.
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M simi terlihat sdanya perubahan pola
pembangunan pefanian Indonesia me-
nuju pro poor development,
Perkembangan terschut seperti-
tiya membual Indonesia “menaiap mata’

teratama dari hebeorapa data-data statis-
tik yang dikemukan olch beberapa pihak
vang menunjukkan tingkat penurunan
produktivitas beras lokal dan pening-
katan impor bers import,

Tabel 2. Produksi beras dan Impor

Produksi Impor Rila-rata
Tahun (ribu fon) (il D) Produksi Impor
1905 32334 3.104
1996 33216 1,090 32,252 1,503
1997 31.206 406
1998 11118 6.077
1999 32,148 4,183
2000 32.040 1.512 11,865 3,373
2001 31.891 1.384
2002 32,130 3.707

Sumber ; Produksi beras dari BPS Imipor beras dari the Rice Ripors,

Hasilnys  tekanan WTO  dalam
skala statisiik menyebabkan produks:
berns lokal ferus menunjukkan angka
penurunan, hal ini tidak dikarenakan
krisis moncter  saja, tetapi masuknya
beras luar dengan hargs murah me-
namhah ketidakberdayaan petam dalam
memproduksi beras, kurangnya pasokan
beras lokal dan tingginya harga beras,
‘memaksa’ masyarakal memilih “oom-
paraiive advartages” uniuk membel
beras luar.

Setelah bergabung dengan WO,
termyata kebijakan pemerintah Indonesia
membawa dampak negatif tenutama pada
sektor pertanian beros vang mengalami

*kehancuran” dan mengalami banyak per-
masalahan, tetapi pemerintah Indonesia
tetap mengambil kebijakan liberalizasi
tersebut, sehingga penulis sangat terta-
rik untuk menganalisa Mengapa pewe-
rimtich Trddnresta menpambil Eebijakan
Liberalisasi pertanian beras pada rakun

1995 — 2000¢

Analisa Rational Choice Dalam
Ekonomi Politik Internasional
Analisa rational chodee  digam-
barkan negara dianggap memiliki kepen-
tingan nasional yang kuat, schingga
semua keputusan negara  berdasarkan
atas kepentimgan nasionalova, MNegara
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dianggap bisa mengkalkulasi cosr awmd
benefit (Thomas Risse, 2000), tapi di
gini terganiung si pembuat kebijakan
tersebul bisa mengkalkulaginys. Dalam
rasionalitas tindakan suafn negara se-
faly berdasarkan kewntengan, teruta-
ma keunmngan materi. Menunt James
Buchanan, periloku elit yang terlibat
dalam pemeriniahan berdasarkan  ke-
pentingan pribadinya {(ouicome) ketika
mereka terjun dalam politik. Sehingga
dalam menganalisa metode  rational
chnice, motif dibalik perilaku pemerin-
tah. Pemerintah atau negora Gidak mem-
buat keputusan, yang membuat adalah
orang atan individo. Tindakan nega-
r dilakukan oleh pejabat pemerintah
atau wakil-wakil rakyat. Schingga untuk
memahami keputusan pemerintah, kita
harus memahami para individu yang
membuat keputusan untuk pemerintah.
Asumsi para pejabat pemerintah adalah
orang-orang yang berpikir rasional dan
mengejar kepentingan pribadi, Schingga
berbagai  kebijakan yang dikeluarkan
oleh negara berdasarkan pilihan rasio-
nal para individunya dalam membuat
kebijukan.

Rewional  choice  mencrapkan
metode prilaku dari sekelompok orang
atau individo yang membuat keputusan
yang masing-masing berusaha mencari
keuntungan pribadi, Menurut Anthomy
Downs, dalam buku An  Economic

T8

Theory of Democracy, berasumsi bahwa
‘setiap aktor bertindak sesuai dengan
pandangan bahwa sifat dasar manusia
adalah mengejar kepentingan sendir”
(Mohtar Mas’oed, 2003). Jadi berbi-
cara mengenai perilaku rasional adalsh
perilaku rasional yang terstama dinrih-
kan untuk mencapai kepentingan dan
tujuan pribadi.

Analisa retiornal choice memu-
satkan perhation pada akotor individual
dan pilihan yang mercka buat. Tindakan
negara digambarkan schagai cerminan
kepentingan nasional sedangkan trans-
aksi dalem pasar digambarkan sebagal
cerminan pilikan yang dibuat oleh m-
dividu untuk mengejar kepentingan pn-
badi. Pemerintah menentukan pilihan
kebijakan unmuk mengejar “kepenting-
an nasional’. Tetapi ketika pemerintah
menentukan kebijokan, yang mengha-
silkan kebijakan dan pilihan adalah me-
reka para aktor individu in sendin yang
membuatnyn. Sehingga kesimpulannya
adalah vang membuat keputusan pasar
dan yang membuat keputusan dalam
pemerintah atas nama negara adalah
individu, Memurut rational choice B-
dak ada beda diantara keduanya, kare-
na sctiap individu membuat keputusan
berdasar kepentingan sendiri, yait me-
menuhi kepentingan pribadi, Dalam -
dang ekonomi, kepentingan itu adalah
mempercleh lebih banyak penghasilan



atau kekavaan (untuk individu) dan
lebih banyak keuntungan {untuk perusa-
haan). Sehingga disini muncul interak-
51 antar negara — negara dan friksi antara
negara dengan pasar dan sudut pandang
individu yang berusaha mengejar ke-
pentingannya sendin,

Analisa  rational choice dalam
melihat kebijukon liberalisasi pertanian
Indonesia dalam kerangka kerjasama
WTO Pada Tahun 1995 - 2000 terjadi
karcna adanva kesalahan perhifungan
cosi and benefif, schingga akibat kebi-
Jakan tersebut merugikan banyak sektor
terutama sekior pertanian,

Kehijakan Liberalisasi Pertanian
Indonesia pada Tahun 1995
— 200D,

Sejak  berdinnva WTO  secarn
resmi pada tanggal 01 Januam 1995,
berbagal benfuk perundingan dan nego-
siazi telah dilakukan oleh anggotanya,
termasuk Indoncsia, salah satu bukt
keberhasilan dalam menghasilkan per-
aturan adalah lahimya Paket Juli yang
ditandatangani pada tangeal 0] Agusius
20044, Paket Juli memupakan perundingan
kelanjutan putaran Doha Development
Apenda (DDA vang berisi framework
unituk isu—isu portanian (Agreement
of Agriculiure), akses pasar produk
pertanian [ Mon-Agriculiure  Market
Aveess), Jasa (Servizes), isu pemba-
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ngunan dan implimentasi { Developmens
and  Toplementation lsswe), Fasilitas)
perdagangan (Trade Fuocilitation) dan
penanganan lebih lanjut ketiga pada
Sinpapore Isswe.

Eonzekuens: darn berpabungnyva
Indonesin dalam WTO mengharuskan

Indonesia wajib meratifikasi hasil-hasil
dalam Washinglon Concensus (WC)
yang kemudian menjadi roadmap dalam
kelahiran WTO sebagai hadan organi-
sasl internasional yang khosus mena-
ngani aturan perdagangan intemasional.
Adapun 151 dart Washington Concensus
(W) adalah;

"Prive deconmrol: Penghapusan kontral
atas harga komoediti, fakior produk-
si, don mata vang. Fiscal disclpline:
Penpurangnn defisit anggaran peme-
rintah alau bank sentral ke timgkat yang
biza dibizyai fanpa memakai “inflai-
anary finamcing”™. Pubfie expendiiure
priovifies; Pengumngan belanja peme-
rinlah, dan pengalihan belana dan
bidang-bidang yang sceara politis sen-
sifif, seperti sdministrasi pemerintahan,
perinhanan, subsidi yang tidak ternrah,
dan berbagal kegiatan yang boros ke
pembiayvan infrastruktur, kesehatan pri-
mer masyarakat, dan pendidikan. Tax
reform: Perluasan basis perpajakan,
perbaikan  administrasi  perpajakan,
miempentajam insentil bagi pembayar
pajak, pengurangan penghindaron dan
manipulasi aturan pajak, dan penge-
nikn pajak pada agsel yang ditaruh di
laar neperi. Fimawela! [heralization:
Tujuon janghka-pendekmya adalah un-
twk menghapus  pemberian  tingkai
bumgs bank klusus bagi pemingam is-
timewa dan mengenakan tinghat bungs

TG
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nominal vang lebih tinggl dan bag-
kat inflasi. Tujusn jampgka-panjaisgnya
adalah penciptaan tingkat bunga bank
berdasor pasar demi memperbaiki ofi-
siensi alokasi kapital, Excharge rafes!
Untuk meningkatkan ckspor dengan
cepal, negara-negar berkernbang me-
perlukan tingkat nilai tukar matauang
vang funggal dan kompetitif. Trade bi-
bevalization: Pembatnson perdagangan
Tuar negeri melalui kuota {pembatasan
secara koantitabf) hars diganti tant
{bea cukni], dan secara progresif me-
ngarnngi tarif schingga mencapai ting-
kat yang rendah dan seragam (kira-kirn
10%% sampai 20%). Dowtestle savings:
Penerapan disiplin fiskallAPBM, pe-
ngurangan belanja  pemerindah,  re-
formas: perpajakan, dan likeeralizasi
finansial schingge sumberdaya negara
bisa dialihkan scktor-sckior prival
dengnn produktivitas tinggi, dimana
tingkai isbungannya tmggi Model
pecumbuhan neo-klasik sangat me-
nekankan pentingnya fabungan dan
pembeniukan kapital bagi pembangu-
nan ckonomi secara ccpal Foreign
direct Invesiment Penglapusan ham-
batan terhadap masuknya perusafioan
asing. Penmahaan asing harus boleh
bersaing dengan perusahaan nasional
secara setara; tidak boleh ada pilih-ka-
gib, Priwetipation: Perusahaan mega-
ra harus dewastakan. Deregrlation:
Penghapusan peraburan yang mengha-
langi masuknya perusahaan bana ke
dalam suaty bidang bisais dan yong
membatosi persangan; kecuali kalau
pertimbangan keselamatan atau perlin-
dungan lingkongan hidup mengharns-
kan pembatasan it Properfy rights:
Sistem hukum yang berlaku hams bisa
menjumin perlindungan hak milik atss
tnnak, kapital, dan bangunan.™

Sumber; John Williamson, Democracy
and “Washirgrion Consersus'™, World

v et
1320-1336,

Atns dasar kescpakatan iersebui
Indonesia mulai memberlakukan pengu-
rangan subsidi untuk ispu? pertanian,
walaupun subsidi untuk pestisida telah
dilorang  beberapa tahun  sebelumnya
{pada tahun 1989). Pengurangan subsi-
di ini sesuai dengan implementasi AoA
WTO dan faktor lain yang mempenga-
ruhi adalah kesulitan finansial pemerin-
tah vang sedang mengalami krisis.

Kebijakan pemerintah Indonesia
dalwm rneliberalisasi pertanian sangat
terburu-burng’, apalagi belum siaporva
sektor pertanian Indonesia untuk ber-
saing sebelum bergabung dengan WTO.
Hal ini terlihat bagaimann peranan pe-
merintah yang kemudian terjadi “diskri-
minatif” terhadap para petani dengan
adanya pengurangan lahan-lahan bagi
para petani yang mengarah pada la-
han industri, kemudian tidak didukung
dengan adanya peningkatan teknologi
terhadap para petani. Disini terjadi pe-
ngakuan terhadap eksistens:
sangatlah rendah, terlihat dan posisi 1a-
war yang dilakukan para petani terhadap
pemerintah dalam menangani  perma-
salahan terschut.

Hasil pertanian dianggap hanya
sehagai konsumsi keluarga atau hamya

(Agustus 1993 hal

petani

melengkapt kebutuhan keluarga saja,
tapi tidak dikembangkan dalam ting-
kat bisnis vang lebih tinggi (agrobisnis



atay pengusaha petand), sehingpa petani
hanya dijadikan schagai mata pencahari-
an dalam kehidupan, seria bukan sektor
penting dalam peningkatan PDE, meski-
pun sektor ini permah mengalomi kema-
Juannyva, Sedengkan negara-negara maju
pada sckior pertaniannya cukup kondu-
sif seperti banyaknya agrobisnes dalam
perdagangan pertanan mnternasional,

Echijakan ‘segera’ meliberali-
sasikan pertanian dengan harapan se-
imakin terbukanya pangsa pasar untuk
sektor barang-barang cksport, termyata
berakibat  sebaliknya, “membanjirmya’
barang-barang import kedalam negeri
malah dibiarkan cleh pemenintah kare-
ne adanya keuntungan sendiri, seperi
sdanya kerjasama dan munculnya para
‘calo-calo” dalam negen, yang sering di-
lnkukan baik para birokrasi maupun para
pengusaha besar di Indonesia { Tulus TH
Tambuman, 20K},

Adanya “konspiracy’ antara pe-
meriniah dengan nepgara-negots besar
seperti Amerika Serikat. Seperti ketika
pemerintah membiarkan  liberalisasi
maka mendapatkan semakin banyak
kucuran dana ataw wiang luar negeri
(adanya cosr and benefir dan liberalisasi
terschut), walaupun utang lear neger
telah mencapai 600 triliyun, hasilnya
malah para pembuat kebijakan telah
‘dimanjukan’ dengan selaly membaat
keputusan ‘berhutang' adalah jalan vang
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terbaik untuk pembangunan, Banyaknya
investor asing vang ‘diijinkan’ masuk
don negars-negara besar yang kermudian
mercka memberikan bantan atan utang
luar negennya. Dalam menganalisa cost
amil hemefit vang didapatkan pemenntah
Indonecsia bersifat sementara atan da-
lam jangka pendek. Tetapn transparansi
terhadap pemberdayaan hutang tidak
pemah dilakukan pemenntah, sepert
terjadinya “cuet tangan' terhadap misa-
lah "hulog pate’ yang sampal sekarang
belum selesai, schingga ketika terjadi-
nya liberalisasi sebagai ‘cover’ dalam
masalah tersebut untuk menwpd *per-
maiman” para pembuat Keputusan yieng
terlibat didalamnya,

Adanya kerjasama antarn peme-
rnntah dengan ksem Cinvestor  asing'
dalam melalukan negosiasl  semakin
membiarkan  banyaknya  laban  yang
kemudian dikuasai para investor asing
tersebut. Keberadaan para investor asing
imi terbalu “dimanjakan” oleh pemenntah,
schingga dengan cepat mercka dapat
menguasai sektor vital seperti lahan-la-
han yang kemudian diberikan kepada
para investor asing terscbut Yang agak
sporadis, tak jarang lahan pertanian
vang seharusnya milik petani masyara-
kat pedesaan, atas milik adat dengan
mudah diambil alih oleh pihak asing le-
wal jalur penanaman modal {investasi).
Petani mengalami kebangkrutan dan hi-

Bl
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langnya beras petani sebagal penopang
kebutuhan pangan rakyat, semenlara
hargs beras impor “merangkak’ naik.
Terjadinya pengurangan lahan pada pe-
tani gurem (petani yang memiliki lahan
0.0-0,5ha) dan pengusaha tami (=1ha)
terlikat Pembangunan dalam sektor per-
tanian ternyata tidak cukup menggembi-
rakan, hal ini terlihat dari hasil Sensus
Pertanian 2000 yang telah dilaporkan
oleh Kepala Biro Pusat Statistik (BPE],
dimana tahun 1995-2000 terjadi pengu-
rangan luas sawah sebesar 048 juta
hektar, schingpa pengurangan terscbut
mencapai 14,87 persen dan diluar Jawa
sehesar 1,44 persen, Disini kemuedian
terjadi peningkatan petani gurem (peta-
i yang memiliki 0,0 — 0,5ha) dari 1983
— 1993 menjadi 51,63 persen, sedang-
kan penguasaan lahan pertanian fealah
mengalami pengurangan, sehingza paca
mmasa ini telah terjadi kesenjangan dalam
masalah lahan { Likat Wahono dalam
Wacana MNo.Iv/1999). Pengurangan la-
han tersebul sangat menguntungkan
investor asing yaitu meningkatkan lahan
untuk pembangunan indusiri sehingza
semnakin “terpuruk’ para petani karena
tidak adanya lahan.

Pertimbangan secara masionalitas
disini adanya kepentingan individu yang
‘hermain”  dalam  kebijakan tersebut,
pada saat tahun 1995 pembuatan kebi-
jakan adanya keuntungan yang, diharap-

B2

kan dari pembuat keputusan “Presiden
Socharto dan kosco-konconyz™. Pada
saat itu banyak sckali bukti empirik yang
memperlihamya ferutama pora pejabat
publik, walaupun ‘gelombang’ peno-
lakan tampak tetapi tidak berdampak
signifikan, karena sdanya keunfungan
pribadi yang bermain dalam kebijakan
bersehut. Ketika pasar liberalisasi dibuka
terlihat beberapa perusahaan internasio-
nal yang langsung bergabung dengan
“komco-konce” Soeharto (seperti bebem-
pa investor asing yang terlibat langsung
pada beberapa perusahian Socharto).

Dalam proses pembuatan keputu-
san seringkali para permbuat kebijakan
hanva memikirkan keuntungan jangka
pendek yang bisa memenuhi keuntung-
an pribadi. Disini penulis melihat ada-
nya ‘budaya’ vang telah “tertanam’ pada
pembuat kebijakan tersebut, Jadi ketika
meliberalisasi pertanian dengan harapan
keuntungan terbuka scktor industri dan
lainnya yang menguniunghkan para peji-
bat itw sendiri, dikarenakan mereka ter-
libat atau bekerjasama langsung dengan
para investor terschut. Jadi keputusan
liberalisasi vang dikeluarkan Presiden
Spcharin lebih  kepada  keuniingan
“anak-anaknya® yang kemudian banyak
terlibat secara langsung pada kerjasama
dengan para industri luar negeri, seperti
adanya kerjasama Mobil Timor dan ker-
jasama jalxn Tol.



Pads tahun 2000 pasca “Soeharto’
dan beberapa pergantian kepemimpi-
nan dan berbagai gejolak intemal yang
kemudian semakin *melupakan’ sektor
pertanian, yang kemudian mengundang
banyaknys para pengusaha agriculture
masuk kedalam negen, Semakin meleas-
myn ‘supermarket’ yvang menyediakan
tempat bagi para industri luar sehingga
berimbas pada harga di pasar domestik.
Terlihat juga kerjasama para pengusiha
dalam negeri dan investor asing yang
kemudian semakin banvaknya tempat
interaksi yang kondusif dan permanen,
Analisa adanya insider frading dalam ba-
dan pemenintah terlihat dari adanva pe-
ingkatan keuntungan pada perusahaan
tersebut, seperti terlihal pada PT. Indosat
sehagni BUMM vang dapat melakukan
monopoli komunikesi. Peningkatan laba
PT. Indosat cukup signifikan, vaitw dari
REp. 4355 miliar menjadi Rp. 5666 mi-
liar atau sekitar 30,1% poda tahun 2000,
don efektifitasnya divkur dan adamya
peningkatan pelanggan yaitu dari 3,5
Juta pelanggan menjadi 6 juta pelangga
(lihat Miftah Adhi Ikhzanto, 2006 217
Hasilnys temyata liberalisasi  hanya
menguntungkan bagi pengusaha besar
vang terlibat secara langsung dalam pro-
aes pembuatan kebijakan pemenntah,
tapi tidak memihak pada pengusaha ke-
il dan khususnya para petani.

Kemudian pemerintah mula me-
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ngeluarkan berbagai kebijakan liberal-
isasl periandan dengan  mengeluarkan
berbagai perda - perda, seperti UL
No.7/2000 tentang SDA : Keppres
Mo, 2920} tentang Privatisasi Bulog
; Penghapusan Subsidi Untuk Petani
s “Pengurnmgan’ Subsidi BEM ; UL
Penanaman Modal Asimg (UU PMA)
vang mengijinkan kepemilikan pihak
asing 100% di Indonesia menggantikan
kehijakan investasi tahun 1974 ; UD
Privatisasi BUMN ;U Ketenagalistrikan
» UL Pendidikan ; Inpres No.Z/2005 ten-
tang Penghapusan Harga Dasar Gabah ;
Perpres No, 362005 tentang Penggunazsn
Tanah Untuk Kepentingan Umum, dil
{diikuti oleh Perda-perda). Disinilah has
sil dari liberalisasi yang kemuodian dam-
pak ‘mati suri pertanian’ lebih kepada
pranE petant sapa, tetapi tdak sampai me-
nyentuh para pengusaha besar terschut.

KESIMPULAN

Kehijakan ekonomi  liberalisasi
pemerintah Indonesia dalam sektor per-
tanian beras pada tahun 1995 - 2000, di-
dasarkan pada asas rasionalitas pembuat
keputusan untuk keuntungan pribaci,
schingga kebijakan tersebut bukan un-
tuk kepentingan nasional, tetapi hanya
untuk kepentingan pibadi dari para
pembuat keputsan vang terlibat dulam
pembustan kebijakan terscbut. Hal i
terlibat seperti pada tabun 1995 lehih



Batemah Deamih, Ravional Choice Kebijakan Inpor Beres Indoreia dalam...

mengutamakan kepentingan ‘Socharto
dan konco-konconya® sampai pada ta-
hun 2000 yang lebih menguniunghkan
para pengusaha yang terlibat juga dalam
pembuatan kebijakan (Yusuf Kalla dan
Abu Bakar Bakrie).

Perhitungan cosr cnd bemefit yang
salah dalam kebijakan terschul, kefi-
kn meliberalisasikan sektor ekonomi
mendapatkan keuntungan yang lebah
besar dengan semakin meningkatmyas
nilai ekspor tetapi malah meningkatkan
nilai impor, schingga perlu adanya revisi
kebijakan tersebul agar mengeniung-
kan sektor ‘nasional” secara menyclu-
ruh, bukan hanya schagion ‘kaum’ sap.
Kesalahan perhitungan cost and benefil
juga disebabkan bukan untuk meaficval
fmderest tetapi untuk individe fnferest
dan hanya bersifat sementarn (lidak un-
tuk jangka panjang).

Schingga dan analisa ratienal
choice dalam pengambilan kebijakan
liberalisasi pertamian Indonesia pada ta-
hun 1995 — 2000 bukan untuk kepenti-
ngan nasional tetapi uniuk kepentingan
pribadi yang bermain didalamnya.
Schingga nasional i
Indonesia dianpgap tidak ada, tetapi
lehih kepada kepentingan para elit bi-
rokrasi pemerintahan saja. [ ]

kepentimgan
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